
BAB V 

PENUTUP 

 

 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan pembahasan yang dikemukakan di atas, maka peneliti dapat 

menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

5.1.1 Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Usaha Ekonomi 

Produktif. 

Peranan  Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sangat menentukan arah 

perkembangan suatu desa, baik dari segi pembangunan desa maupun perkembangan 

kesejahteraan masyarakat. Dalam hal pembangunan desa ataupun perkembangan 

masyarakat merupakan seluruh kegiatan pembangunan desa yang berlangsung dan 

juga unsur yang tidak bisa terlepas dari pembangunan nasional yang mencakup 

seluruh aspek kehidupan masyarakat. Perkembangan desa atau masyarakat dapat di 

dorong oleh adanya peningkatan koordinasi dan peningkatan pembangunan sektoral, 

pembangunan sumber daya manusia dan penumbuhan iklim yang bisa mendorong 

tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat khususnya pada peningkatan usaha 

ekonomi produktif masyarakat.  

Dengan demikian, maka peningkatan dan pembangunan swadaya ke desa  

swakarsa menuju ketingkat desa swasembada dapat tercapai. Namun usaha tersebut 

dapat tercapai apabila Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)  

 



beserta masyarakat saling kerja sama dan gotong royong karena peran aktif 

masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan di desanya, mulai dari perencanaan, 

pelaksanaan, sampai dengan pengendalian dan tindak, semakin dirasakan sebagai 

salah satu kunci keberhasilan pembangunan. Kenyataan ini telah menempatkan 

peranan LPM sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam pembangunan menjadi 

semakin dibutuhkan kehadirannya. 

Menyadari akan hal itu, pemerintah kemudian memberikan kepercayaan yang 

semakin besar kepada masyarakat melalui wadah LPM untuk mengelola sejumlah 

program/kegiatan. Bahkan program-program pembangunan berasal dari berbagai 

instansi/lembaga, baik pemerintah maupun bukan pemerintah, semakin mengalir ke 

desa. Semua program tersebut mempunyai tujuan dan harapan yang sama, yakni 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memberdayakan masyarakat dan 

kelembagaan masyarakat. Pada sisi lain pula, kenyataan itu akan merupakan 

tantangan terhadap keberadaan LPM. Tantangan dalam pengertian, bagaimana tingkat 

kesiapan, pengetahuan, dan keterampilan para pengurus LPM dan kelompok 

masyarakat sasaran program. Pemahaman arah dan tujuan suatu program saja belum 

cukup menjamin bagi kelangsungan program pembangunan. Oleh karena masih ada 

hal yang perlu dipahami benar, yakni makna dasar dari tugas dan tanggungjawab 

terhadap pelaksanaan program pembangunan.  

Sejalan dengan hal tersebut di atas, maka LPM didesa wonggahu selalu 

melakukan upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bentuk usaha 

ekonomi produktif masyarakat seperti halnya pembentukan Kelompok Usaha  



Bersama yakni pembuatan bunga sinetron . Dalam artian bahwa pemberdayaan 

ekonomi masyarakat adalah penguatan  pemilikan faktor-faktor produksi, penguatan 

distribusi dan pemasaran, penguatan masyarakat untuk mendapat gaji/upah yang 

memadai, dan penguatan masyarakat untuk memperoleh informasi, pengetahuan dan 

keterampilan, yang harus dilakukan secara multi aspek, baik dari aspek 

masyarakatnya sendiri, maupun aspek kebijaksanaannya.  

5.1.2 Adapun kendala-kendala yang menyebabkan peran LPM dalam usaha 

ekonomi produktif masyarakat di Desa Wonggahu dalam rangka membantu 

pemerintah menurut beberapa responden adalah sebagai berikut: 

1. Faktor Sumber Daya Manusia  

Jika dikaji secara mendalam bahwa kunci keberhasil LPM dala  menjalankan 

tugas dan perannya  sangat tergantung pada sumber daya manusia, sebab sumber daya 

manusia merupakan unsur penggerak utama dalam kegiatan pemberdayaan kepada 

masyarakat khsusunya pada usaha ekonomi produktif masyarakat.  Sumber daya 

manusia harus didefenisikan bukan apa yang sumber daya manusia lakukan, tetapi 

apa yang sumber daya manusia hasilkan. Hal ini cukup mendasar bahwa manusia 

dipandang sebagai pemeran utama bagi kesuksesan dalam organisasi pemerintah 

khususnya di LPM di desa Wonggahu 

1 Faktor Modal (dana) 

Setiap usaha dalam bentuk apapun selalu membutuhkan modal untuk 

membelanjai operasinya sehari-hari dimana uang atau dana yang telah dikeluarkan itu 

diharapkan akan dapat membantu dalam usaha yang dijalankan. Hal ini merupakan 



salah satu faktor penyebab dari LPM dalam usaha ekonomi produktif masyarakat di 

desa Wonggahu.  

1. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang keberadaan LPM  

Keberadaan suatu lembaga yang ada di desa adakalanya sebagai penopong 

dalam pembangunan desa. Tetapi, tidak selamanya lembaga yang ada di desa dapat 

diketahui oleh masyarakat sebagai lembaga yang bisa membantu mereka dalam 

menjalankan aktivitas juga kebutuhan masyarakat. Hal ini perlu sosialisasi dari 

lembaga tersebut untuk bisa mengetahui keberadaan lembaga tersebut, sehingga 

proses perencanaan yang akan diprogramkan baik dari segi tujuan maupun manfaat 

agar dapat berjalan dengan baik. 

5.2 Saran  

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti menyarankan sebagai berikut: 

5.2.1 Diharapkan LPM dapat melakukan tugas dan fungsinya selaku lembaga 

masyarakat yang berperan merencanakan dan melakukan pembangunan di 

desanya sehingga mampu memberikan peranbatunya secara nyata terhadap 

pemerintah desa dan masyarakat desa  

5.2.2 Diharapkan LPM kedepan dapat selalu meningkatkan kebutuhan dan 

kemakmuran rakyat guna pengembangan desa dan kemakmuran masyarakat 

yang madani juga mencapai kemandirian yang hakiki. 

5.2.3 Diharapkan dapat meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia aparat LPM 

melalui pelatihan dan seminar serta mengikuti pendidikan.  
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